BAB YV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam

Bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan Jual Beli Lisan dan Di Bawah Tangan dalam

Konstruksi Double Verkoop

Keabsahan jual beli tanah secara lisan dan di bawah tangan bersifat
berlapis. Secara obligatoir, perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak
sepanjang memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata (kesepakatan, kecakapan, hal
tertentu, kausa halal). Secara formil, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat
pendaftaran peralihan hak sebagaimana Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997, sehingga
hak milik atas tanah belum beralih secara yuridis formal meskipun uang telah
dibayar. Kelemahan fundamental terletak pada kekuatan pembuktian: perjanjian
lisan hanya mengandalkan saksi, perjanjian di bawah tangan kekuatannya
tergantung pengakuan tanda tangan, sementara akta PPAT memiliki kekuatan
pembuktian sempurna. Akibatnya, dalam konstruksi double verkoop, keabsahan
perjanjian pertama tidak otomatis mengalahkan perjanjian kedua, terutama jika

perjanjian kedua telah memenuhi syarat formil dan pembeli kedua beritikad baik.

2. Akibat Hukum Double Verkoop bagi Para Pihak
a. Bagi Penjual: Penjual dapat dikualifikasikan melakukan wanprestasi terhadap
pembeli pertama dan/atau perbuatan melawan hukum terhadap kedua pembeli.
Penjual wajib membayar ganti rugi komprehensif (pengembalian uang, bunga,
biaya, kerugian imateriil). Akta jual beli dengan pembeli kedua dapat dibatalkan
jika objek dalam status sengketa. Dalam skenario wanprestasi pembeli pertama,
penjual tetap wajib menempuh prosedur hukum (somasi dan gugatan pembatalan
ke pengadilan) sebelum menjual ulang. Secara pidana, penjual dapat dikenakan

Pasal 378 KUHP tentang penipuan jika terbukti melakukan kebohongan.

b. Bagi Pembeli Pertama: Memiliki hak personal (persoonlijk recht), bukan

hak kebendaan. Berhak menuntut pemenuhan perjanjian (jika tanah belum
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beralih) atau ganti rugi dari penjual. Jika telah menguasai fisik objek lama dan
membayar signifikan, berhak atas perlindungan hukum. Dalam skenario
wanprestasi, pembeli pertama kehilangan hak atas tanah, hanya berhak atas

pengembalian uang setelah dikurangi ganti rugi bagi penjual.

c. Bagi Pembeli Kedua: Pembeli kedua yang beritikad baik dan memenuhi
kriteria SEMA No. 4/2016 (transaksi atas tanah bersertipikat atas nama
penjual, lunas, akta PPAT, dan pendaftaran hak) memiliki hak kebendaan yang
kuat dan dilindungi sistem publikasi negatif. Jika kehilangan hak, berhak atas
ganti rugi komprehensif dari penjual. Dalam skenario wanprestasi pembeli

pertama, kedudukan pembeli kedua sangat kuat dan tidak dapat diganggu
gugat.

. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak yang Beritikad Baik
Perlindungan hukum diberikan secara proporsional berdasarkan itikad baik

dengan kriteria:

a. Pembeli Pertama Beritikad Baik: Berhak atas (i) pengakuan hak kepemilikan
jika bertransaksi lebih dahulu, membayar signifikan (=50%), menguasai fisik
lama, dan pembeli kedua tidak memenubhi kriteria itikad baik; (ii) ganti rugi
komprehensif jika tanah telah beralih ke pembeli kedua beritikad baik; (ii1) hak

mempertahankan penguasaan fisik selama proses peradilan.

b. Pembeli Kedua Beritikad Baik: Berhak atas (i) kekuatan pembuktian
sertipikat; (ii) hak kebendaan yang mutlak; (iii) perlindungan asas nemo plus
Jjuris; (iv) ganti rugi jika kehilangan hak; (v) perlindungan maksimal dalam

skenario wanprestasi pembeli pertama.

c. Penjual Beritikad Baik (Korban Wanprestasi): Berhak atas (i) ganti rugi dari
pembeli pertama yang wanprestasi; (ii) hak mengajukan pembatalan perjanjian
ke pengadilan sebagai legitimasi menjual ulang; (ii1) hak menahan sebagian
uang secara proporsional; (iv) perlindungan dari tuntutan pembeli kedua jika

telah menempuh prosedur benar.
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d. Konstruksi Proporsional: Perlindungan mempertimbangkan itikad baik,

prioritas waktu, penguasaan fisik, proporsi pembayaran, kelengkapan bukti,

dan dampak sosial-ekonomi. Mediasi didorong sebagai penyelesaian damai

sebelum litigasi.

5.2 Saran
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. Bagi Masyarakat

Lakukan transaksi sesuai prosedur formal (akta PPAT dan pendaftaran
hak).

Hindari transaksi lisan/di bawah tangan; jika terpaksa, lengkapi bukti
penguat (kwitansi, saksi, dokumentasi fisik).

Lakukan due diligence sebelum membeli (cek sertipikat, penguasaan fisik,
status sengketa).

Cantumkan klausul perlindungan (wanprestasi, denda, somasi) dalam
perjanjian.

Utamakan mediasi di Kantor Pertanahan sebelum litigasi.

. Bagi Penjual

Selesaikan hubungan hukum secara sah melalui somasi dan gugatan
pembatalan ke pengadilan jika pembeli wanprestasi, jangan langsung
menjual ulang.

Hitung ganti rugi secara proporsional dan kembalikan kelebihan uang.

Bersikap transparan mengenai status tanah kepada calon pembeli.

. Bagi Pembeli

Pembeli pertama: Segera tingkatkan perjanjian ke akta PPAT setelah
mampu; dokumentasikan semua bukti; ajukan gugatan dan mohon putusan
sementara jika indikasi double verkoop.

Pembeli kedua: Lakukan due diligence cermat; simpan bukti pemenuhan
kriteria SEMA No. 4/2016; pertahankan sertipikat dengan bukti itikad baik
jika digugat.

. Bagi PPAT dan Notaris

Tingkatkan kehati-hatian dalam pemeriksaan subjek, objek, dan status

tanah.
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Berikan penyuluhan hukum kepada klien.

Tolak pembuatan akta jika tanah dalam status sengketa atau

indikasi double verkoop.

Tingkatkan profesionalisme dan miliki asuransi profesi.
5. Bagi Pemerintah (ATR/BPN)
o Perkuat sistem digitalisasi untuk deteksi dini potensi double verkoop.

o Tingkatkan akses pelayanan PPAT di daerah terpencil dan sederhanakan
biaya.

o Intensifkan edukasi masyarakat tentang transaksi formal dan risiko double

verkoop.
e Optimalkan mediasi di Kantor Pertanahan.
o Perkuat pengawasan dan sanksi bagi PPAT yang lalai.
6. Bagi Mahkamah Agung dan Peradilan

o Terbitkan pedoman/SEMA komprehensif tentang kriteria pembeli

beritikad baik dan penyelesaian double verkoop.
o Lakukan penemuan hukum (rechtsvinding) untuk keadilan substantif.
e Percepat penyelesaian perkara melalui e-court dan prosedur sederhana.
7. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya
o Lakukan penelitian empiris implementasi putusan pengadilan.
o Kajian perbandingan hukum dengan negara lain.
o Teliti efektivitas mediasi di Kantor Pertanahan.

e Rumuskan model perlindungan hukum yang lebih komprehensif.
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